
Mcngingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembent.ukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Serita Negara Rcpu blik 
Indonesia Tahun l 950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun l 999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Jndonesia Nomor 3851); 

3. Unclang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 
Nornor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia 
Nomor 4286); 

Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Bupati Tegal Nornor 88 tahun 2017 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2018; 

b. bahwa Peraturan Bupati tersebut sudah tidak sesuai 
dengan kondisi saat ini dan telah dilakukan perubahan 
sehingga perlu dilakukan pencabutan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Tegal Nomor 
71 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Alas Peraturan 
Bupati Tega] Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Tegal, 

BUPATI TEGAL, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 71 TAHUN 2018 
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL 

NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL 

TENTANG 

NOMOR: 10 TAHUN 2019 

PROVINSI JAWA TENGAH 
PERATURAN BUPATI TEGAL 

BUPATf TEGAL 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3321); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5887); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4816); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5165); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5219); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5553); 

19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Betita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13) 
sebagaimana telah diu bah beberapa kaliterakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok­ 
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 92); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 105); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Tegal (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tegal Nomor 110). 
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WIDODO JOKO MULYONO 

UPATEN TEGAL, SEKRETARIS DAERAH I 

J 

Diundangkan di Slawi 
pad a tanggal r& f e,~'-\tAv·, 2o\":) 

CM' AZIZAH 

Ditetapkan di Slawi 
pada tanggal 18 fe'otufAv; LO\~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Tegal. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal JI 

Peraturan Bupati Tegal Nornor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 
Alas Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal 
(Serita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2017 Nomor 88). dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal I 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
BUPATI TEGAL NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG 
PERUBAH.AN KEEMPAT /\TAS PERATURAN BUPATI T8GAL 
NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
D/\ERAH l<ABUPATEN TEG/\L. 

MEMUTUSKAN : 

24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Keernpat Atas Peraturan Bupati Tega! Nomor 88 
tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (Serita 
Daerah Kabu paten Tega! Tahun 20 l 8 Nornor 71). 


